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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, Maka siapkanlah dirimu untuk

menahan perihnya kebodohan”

( Imam Asy-Syafi’i )

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

( Al Bagarah ayat 286 )
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Abstrak

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN STANDAR PENENTUAN UPAH
MINIMUM KOTA PALEMBANG?”, adapun permasalahan dalam skripsi ini yang
pertama adalah Bagaimana Penerapan Upah Minimum Pekerja di Kota Palembang
dan yang kedua Apakah Kendala Pelaksanaan Upah Minimum Pekerja di Kota
Palembang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis
penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan adalah Primer, Sekunder dan
Tersier. Dari hasil penelitian ini Bagaimana Penerapan Upah Minimum Pekerja di
Kota Palembang dapat mengetahui besaran upah yang diterima oleh pekerja dari
perusahaan yang memperkerjakan buruh tersebut, dan apakah memiliki kendala untuk
menerapkan upah standar yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh dewan
pengupahan dan disahkan oleh gubernur Kota Palembang. agar terciptanya kebutuhan
hidup layak bagi buruh atau pekerja.

Kata Kunci : Penetapan Upah Kota Palembang

Palembang, Maret 2020
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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NIP. 195506161986031002 NIP. 198203202014042001
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H..M.Hum
NIP.1965110119920320
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki peran aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
menanggulangi tingkat kemisikinan di Negara tersebut seperti di Negara Indonesia.
untuk itu pemerintah ikut serta agar keberlangsungan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) itu bisa tercapai, dengan cara pembukaan lapangan pekerjaan, dan juga Upah
Minimum Kota (UMK) juga harus sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
agar masyarakat Indonesia bisa hidup Sejahtera. tujuan Negara Republik Indonesia
yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain: Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk majukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Masalah kesejateraan masyarakat harus diwujudkan setelah tercipta rasa aman bagi
masyarakatnya.l Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan

pembangunan yang merata di seluruh tanah air?

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap Pekerja merupakan

pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana

! Miswar, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh, Jurnal
Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 5 Nomor 1, Mei 2018 E-ISSN: 2549-8355 him 18.

Z Arrista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Aspirasi Vol 5 No 1, Juni 2014, him 11



ang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan™, Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan
bahwa” pereknomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”, dengan
demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan

pelanggaran hak asasi manusia.*

Perkembangan pembangunan tenaga kerja di Indonesia memiliki peranan yang
sangat penting sebagai sumber daya manusia dan untuk mensejahterakan masyarakat.
Mengingat juga masyarakat di Indonesia memiliki jumlah populasi 267 Juta Jiwa. itu
berarti masih ada 6,87 juta orang lagi di Indonesia yang masih belum mendapatkan
pekerjaan. Dan populasi manusia pada tahun 2018 di kota Palembang menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) mecapai 1.643.488. Jiwa.®> Dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada tahun 2018 mencapai 175.087. jiwa.® itu
berarti masyarakat kota Palembang masih banyak yang belum mendapatkan

pekerjaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di

3 Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Mimbar Hukum Vol 29,
Nomor 1, Februari 2017, him 83.

4 Barzah latupono, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak
(Outsourcing) Di Kota Ambo, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3.

5 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.Proyeksi Penduduk Sumatera Selatan
2010-2020 https://sumsel.bps.go.id/statictable/2018/10/29/108/proyeksi-penduduk-sumatera-selatan-
2010-2020.html.

¢ Samsul Munawar dan Sondra Megasari, Situs Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan
2018,BPS Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 2018, him. 11.



Palembang yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 2004
samapi tahun 2014 ditinjau dari tahun ketahun dan juga angka kerja, bekerja dan
pengangguran, dan berikut tabel perhitungan/persentase 2004-2014 berdasarkan

Badan Pusat Statistik (BPS) di kota Palembang yaitu:

Tabel 1

Persentase Ketenagakerjaan di Kota Palembang Tahun 2004-2014

Tahun Angkatan Kerja Bekerja Menganggur
2004 53,43 48,6 4,80
2005 55,67 49,8 5,81
2006 57,11 50,9 6,14
2007 58,99 50,8 8,10
2008 60,95 515 9,41
2009 62,48 51,6 10,80
2010 63,79 54,8 8,91
2011 64,84 58,3 6,51
2012 60,28 54,2 6,07
2013 59,29 53,8 5,42
2014 60,76 57,7 3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Tahun 2003-2014

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar jumlah
penduduk pekerja di Palembang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini diikuti
juga dengan kenaikan jumlah pengangguran di Palembang dari tahun 2005 sampai
dengan 2009, akan tetapi pada tahun 2010 peningkatan pengangguran mulai

merendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,91 %.’

" Maya Panorama dan Lemiyana, Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap
Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Kota Palembang Tahun 2004-2014, I-Finanance Vol.3. No.
2. Desember 2017.



Sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan
adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama
dan sesudah masa kerja. Pengertian Tenaga Kerja berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang
mampu melakukan perkerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.® Sedangkan definisi Upah
diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk suatu
pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan, imbalan tersebut dalam
bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-
undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja atau buruh, termasuk termasuk tunjangan baik untuk pekerja atau buruh

sendiri maupun keluarganya.®

Sedangkan pengertian lain dari upah minimum adalah upah pokok terendah yang
termasuk tunjangan tetap dan diterima pekerja di wilayah tertentu dalam suatu
Provinsi/Kabupaten. Yang dimaksud dengan Tunjangan Tetap itu adalah suatu
jumlah imbalan yang harus diterima pekerja secara tetap atau pembayarannya teratur.

yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.°

8 Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta:
Citra Aditya Bakti, 2006, him. 1.

°® Ashabul Kahpi, Pengupahan : Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di
Indonesia, Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2, Desember 2018, him 74.

10 Nur Feriyanto, Upah Minimum Regional: Sebuah Tinjaun Pus, Jep Vol 2 No.2. 1997.



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan
Pengupahan Pasal 1 Ayat 1-4 yaitu:
1. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit;
2. Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh kamar dagang dan industri untuk
menangani masalah ketenagakerjaan.

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.!

Perkembangan tingkat upah minimum di Palembang pada tahun 2004 sampai
dengan tahun 2014, selalu menaik terus menerus dengan kenaikan tertinggi terjadi
pada tahun 2014 yang besarnya mencapai 17,76 persen.berikut ini penjelasan

kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yaitu:

Tabel 2
Perkembangan Upah Minimum Kota di Palembang Tahun 2004-2014

Tahun Upah Minimum Kota (Rupiah) Pertumbuhan (%)
2004 460 3,98
2005 503 4,35
2006 604 5,22
2007 662 5,72
2008 743 6,43
2009 824 7,13
2010 952 8,24
2011 1271 11,00
2012 1630 14,10
2013 1850 16,01
2014 2.053 17,76

sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Tahun 2003-2015

11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan
Pengupahan.



Dapat di simpulkan dari tabel 2 diatas bahwa besaran upah yang ditetapkan
Pemerintah kota Palembang menunjukkan peningkatan dari tiap tahunnya. Hal ini
diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dan bersamaan dengan

jumlah Pengangguran yang semakin meningkat.!2

Kenaikan Upah Minimum (UMK) tersebut bukan merupakan sebuah kebijakan
yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri, tetapi merupakan sebuah hasil dari
perundingan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri
dari unsur Pemerintah, Pengusaha, Pakar/Perguruan Tinggi, dan juga Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki perwakilan di Dewan Pwngupahan

Kabupaten/Kota.*®

Upah minimum kota Palembang pada tahun 2019 ini sebesar Rp 2.917.260 juta/
bulan. Upah minimum kota Palembang 2019 ini, meningkat 8,03 % dari tahun
sebelumnya-sebelumnya. "Kenaikan upah ini berdasarkan Pergub Nomor 640 tahun
2018 yang telah ditanda tanggani Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel.Dan juga
Penetapan upah minimum kota 2019 yang menjadi wewenang dari Gubernur ini

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.*

12 Maya Panorama dan Lemiyana, Op.Cit.

13 Susilo Tri Setiyo, legal Standing Serikat Pekerja/Buruh di Kabupaten Purwakarta Dalam
Proses Penetapan Upah Minimum (Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), Jurnal
Universitas Diponegoro Semarang, 2014 him 3.

14 Dinda Woulandari, https://sumatra.bisnis.com/ Angka Pengangguran Sumsel Turun 3
Persen.



Hukum ketenagakerjaan yang juga diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan mempunyai 2 (dua) aspek hukum yang sangat penting,
yaitu aspek hukum publik yang dapat katakan dengan adanya intervensi pemerintah
yang ada, dan aspek hukum privat yang memiliki kebebasan dari para pihak yang
dilakukan di dalam perusahaan untuk membuat suatu kontrak ataupun peraturan kerja

yang ada di perusahaan tersebut.

Beberapa asas pengupahan yang telah diatur dalam Perundangan-Undangan

Ketenagakerjaan terinci sebagai berikut:*®

1. Hak menerima Upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada
saat hubungan kerja putus.

2. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja\buruh laki-
laki dan wanita untuk jenis Pekerjaan yang sama.

3. Upah tidak dibayar apabila pekerja\buruh tidak melakukan pekerjaan atau disebut
asas no work no pay.

4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.

5. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi
upah pokok minimal 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.

6. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja\buruh karena kesenjangan atau

kelalaiannya dapat dikenakan Denda.

15 1bid., him. 16.



7. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase
tertentu dari upah pekerja\buruh.

8. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau diikuidasi berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja\buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

9. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang
timbulkan dari hubungan kerja menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya Hak.

Namun untuk mengetahui secara pasti upah minimum yang seharusnya digunakan
di perusahaan, maka buruh maupun serikat buruh dapat meminta Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) setempat. 1

Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan upah pekerja menjadi layak,
namun upaya tersebut tidak menjadikan pekerja hidup lebih baik karena pola
kebijakan upah minimum justru menjadikan pendoman bagi Kemenakertrans,

Disnakertrans, dan pengusaha pada umumnya. Maka pemikiran baru harus

16 Suyanto dan Hendro Widiatmoko, Legal Standing Serikat Pekerja Dalam Proses
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota, Jurnal : Dosen Program Studi llmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Gresik, him 3.



ditampilkan untuk menolak kebijakan yang terkungkung dengan pemikiran Hukum

Tradisional.'’

Menurut Pasal 1602 a Bab 7 A KUHPerdata, Unsur-Unsur Perjanjian Kerja
yaitu:'8
1) Ada pekerjaan atau work;

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang di perjanjikan (obyek
perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan
seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Pada dasarnya sifat pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan langsung terhadap
dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal

dunia maka perjanjian kerja tersebut akan putus demi hukum.*®

2) Di bawah pimpinan atau command,

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah
pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pegusaha untuk melakukan
pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja
dengan hubungan lainnya. Pada dasarnya usur perintah memiliki peranan pokok,
karena tanpa adanya perintah dari pimpinan maka tidak adanya perjanjian kerja.

Adanya unsur perintah ini mengakibatkan kedudukan kedua belah pihak menjadi

17 Zulkarnian Ibrahim, Hukum Pengupahan Indonesia, Unsri Press, Palembang, Agustus
2019, him. 143.

18 1bid ,hIm. 139.

1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi ke-12,
PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hIm.63.
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tidak seimbang, apabila kedudukan para pihak tidak seimbang maka terdapatlah

hubungan bersubordinasi maka disitu pula terdapat perjanjian kerja.?

3) Waktu tertentu; dan

4) Adanya upah atau pay.

Upah memengang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian Kkerja),
bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha
adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu

hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.?

Pekerja dan upah merupakan pasangan nilai, sebab tiada upah bagi pekerja bila
tidak ada pekerjaan. Pasal 1602 b KUHPerdata, menyatakan bahwa: Pengusaha tidak
wajib membayar Upah Pekerja bila Pekerjanya tidak bekerja. Pasal 1602 b ini dikenal

dengan asas no work no pay.

Kebijakan Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan upah pekerja, akan sia-
sia bila tidak memperbaiki sistem ekonomi yang tidak sehat karena ulah dari
konglomerat yang bersatu dengan kapitalis global.?? Meskipun peraturan
ketenagakerjaan sudah sangat banyak, namun hingga saat ini pekerja tetap tidak

menikmati kesejahteraan dan keadilan di bidang pengupahan khususnya dan hak-hak

20 Sehat Damanik, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-UndangNo.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan™, DSS Publishing Jakarta, 2006, hlm. 39.

21 Lalu Husni, Op.Cit., him. 64.

22 1bid., him. 146.
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lainnya, sebagaimana warga negara lain, sepert: PNS, Pedagang, Seniman dan
Pengusaha. Kesejahteraan dan keadilan di bilang pengupahan, harus dilaksanakan
dalam kebijakan pengupahan yang dapat dilihat dalam penerapan-penarapan yang

ada.®

Dengan kata lain, kebijakan upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan
kehidupan yang layak khususnya bagi pekerja, tetapi juga tanpa merugikan
kelangsungan hidup perusahaan yang bisa mengancam Kkeberlanjutan kondisi
ekonomi untuk produktivitas nasional dan daerah. 2* Dalam permasalahan diatas
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Standar

Penentuan Upah Minimum Kota Palembang.

23 Sendjum H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Reneka
Cipta, 1995, him.64.

24 Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, Kebijkan Upah Minimum
Untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945, Journal Of Indonesian Applied
Economics Vol. 5 No. 2. Oktober 2011, him 270.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka bisa kita analisis beberapa permasalahan
yang ada, sebagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan Upah Minimum Pekerja di Kota Palembang?

2. Apakah Kendala Pelaksanaan Upah Minimum Pekerja di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu :
1) Untuk menganalisis sistem penerapan Upah Minimum pekerja kota Palembang
(UMK).
2) Untuk menganalisis upah minimum di kota Palembang agar sesuai dengan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja di Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini yaitu :
1. Manfaat Teoretik
Penelitian desertasi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum khususnya
Hukum Ketenagakerjaan, yang befokus pada dimensi filosofis, teori dan dogmatik
Hukum Pengupahan yang didukung oleh ilmu-ilmu lainnya secara interdisipliner.
2. Manfaat Praktek
Penelitian desertasi ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktikal bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, terutama :
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a) Pemerintahan, yaitu : kemenakertrans dan disnakertrans, sebagai bahan rujukan
dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengupahan;

b) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDQO)/Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
sebagai bahan rujukan dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial (PPHI);

c) Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB); sebagai bahan rujukan PKB dan PPHI,
dan

d) Pengusaha atau Pekerja secara Perorangan.?

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah dibuat dan di bahasa, maka pada penelitian ini
pembuat skripsi akan membahas pada perundangan-undangan tentang penerapan
Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang
terhadap buruh/pekerja dan membahas tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

F. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut John Rawls dapat dipahami bahwa: Keadilan adalah
kebajikan utama dalam sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu

teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak

25 Zurkarnain Ibrahim, op. Cit. him. 13 & 14
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benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun effesien dan

rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.?®

Rawls dalam hal ini menghendaki agar Keadilan sebagai fairness dengan memilih
satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang secara bersama-sama dengan
prinsip pada pilihan pertama pada konsep Keadilan dan juga mengatur kritik lebih

lanjut serta mereformasi lembaganya.?’

Rawls dalam teorinya menyatakan tidak adil mengorbankan hak dari satu atau
beberapa orang, hanya demi keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat
secara keseluruhan. Sikap yang bertentangan dengan keadilan sebagai fairness yang
menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan
kesejahteraan sosial. Dan menurut Rawls suatu teori keadilan harus dibentuk dengan
Pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar
merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan

sederajat.?®

Jika prinsip keadilan distributif Rawls dan kesetaraan yang sempurna Rousseau ini
dapat dilaksanakan dalam bidang hukum ketenagakerjaan, maka keadilan sosial dan

ekonomi pekerja dapat terwujud dengan tercapainya kesejahteraan bersama dengan

% John Rawls, 1995, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press. him. 3.

27 Zurkarnain Ibrahim, op. Cit. him. 17.

28 |bid., him. 19.
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pengusaha. Kesejahteraan bukan hanya milik pengusaha saja, tetapi milik semua

orang, termasuk pekerja.?®

2. Teori Negara Kesejateraan
Pengertian kesejateraan minimal mengandung 4 (empat) makna, yaitu: 1) sebagai
kondisi sejaterah (well-being), 2) sebagai pelayanan social, 3) sebagai tunjangan

social, dan 4) sebagai proses atau usaha terencana. *

Persoalan negara kesejahteraan menurut Algra berada di fase ketiga. Dikatakannya
bahwa perkembangan hukum social terjadi dalam tiga fase:

(1). Masa ketakutan (abad ke-19), pada masa ini terdapat pemikiran, bahwa
kemiskinan adalah nasib, orang miskin hanya dapat dihibur dengan harapan,
bahwa keturunannya mungkin akan berkedudukan lebih baik, apabila bekerja
rajin, hemat dan dengan peningkatan moral dan susila; pada zaman ini pekerja
sukar untuk membebaskan diri dari perbudakan (ekspolitas dan diskriminasi);

(2). Masa menguntungkan pekerja (1900-an — 1945); pada masa ini banyak Undang-
Undang ketenagakerjaan diundangkan, misalnya: Kinderwetje Van Houten
(1873), De Wet Op Arbeidsovereenkomst (1907), De Wet Op De Collectivieve
Arbeidsovereenkomst (1927), Arbeidswet (1919), Veiligheidswet (1934).

(3). Masa kemakmuran (1945 — sekarang), pengaruh dari pergantian ajaran negara

penjaga malam ke ajaran negara kemakmuran.®!

29 1bid., him. 21.

%0 Edi Suharto, Peta dan dinamika Welf state di beberapa negara, Yogyakarta dan
perkumpulan prakasa Jakarta, bertempat di Wisma MM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25
juni 2006, him 33.



16

Sebagai trend negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga
negara, negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bathera, negara adalah
bahtera yang menyangkut para penumpangnya kepelabuhan kesejahteraan. Artinya
negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Hubungan
ketenagakerjaan di Indonesia tidak menganut paham Liberal dan system Marxis di

negara komunis. Tetapi memilih system Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Kemitraan antara pekerja dan perusahaan dalam system hubungan industrial,
selalu menjadi kajian berbagai paham, baik menurut ideologi liberal dan marxis
maupun dalam hubungan industri pancasila. Kesemua pihak tersebut mempunyai

dasar dan kepentingan masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangannya.

3. Teori Upah Teladan

Teori upah teladan, memiliki sifat ketuhanan sebagai salah satu aspek kehidupan
antar pribadi, disamping kaedah sopan santun. Kehidupan manusia pribadi hukum
dan berlaku asas yang baik atau melakukan perbuatan yang baik yang dapat
dilakukan oleh setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum. Asas perbuatan
terbaik (selanjutnya, amal saleh, pen) sebagai babsi teori upah teladan tersebut adalah
asas amal saleh, bersumber dari sifat agamis bangsa Indonesia yang berada pada sila

1 dari pancasila, menjadi landasan filosofis dari UUD NRI tahun 1945 dan

31 Algra., N.E.en Van Duyvendijk, Rechtaanvang, H,D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn,
Penerjemah: J.C.T Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batuah, Mula Hukum. Jakarta : Bina
Cipta, 1983. HIm 255.
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perundang-undangan Ketenagakerjaan. Asas — asas dalam UUD NRI dan UUK,

antara lain :

1. Asas warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
manusia;

2. Asas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang;

3. Asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional dan kesejatheraan social;

4. Asas pembangunan ketenagakerjaan yang Sejahtera, Adil, Makmur yang merata;

5. Asas memberdayakan dan medayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi.

Teori upah telan dilandasi oleh asas-asas dalam Cita Hukum pancasila yang
seharusnya mendasari pengaturan hukum pengupahan yang harus dilaksanakan oleh
pekerja dan pengusaha, berbasiskan: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2).
Penghormatan atas martabat manusia; 3). Wawasan Kebangsaan Wawasan
Nusantara; 4). Persamaan dan kelayakan; 5). Keadilan social; 6). Moral dan budi
pekerti luhur; dan 7). Partisipasi dan transparansi dalam proses putusan publik.
Sedangkan ciri-ciri negara hukum pancasila: 1). Keserasian hubungan antara
pemerintah dan rakyat bedasarkan asas kerukunan; 2). Hubungan fungsional yang

proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara; 3). Prinsip penyelesaian sengketa
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secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan 4). Keseimbangan

antara hak dan kewajiban.*2

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian lapangan (Field
Research), vyaitu suatu penelitan yang digunakan secara sistematis dengan
mengangkat data yang ada dilapangan.®® Data tersebut akan diperoleh melalui
informasi dari pihak-pihak yang ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya

(Purposive Sampling).3*

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum  yang
menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku
verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui
pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari

perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.*®

Penelitian hukum empiris ini kemudian akan ditunjang dengan penelitian hukum
normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut

asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan

32 Zurkarnain Ibrahim Op. Cit., him 439.

33 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995, him. 58.

34 Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 176.

3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar, 2010, hIm.280.
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dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah,
dan aturan hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah,
norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang

berhubungan erat dengan penelitian.®

2. Bahan dan Sumber Data Penelitian
Data yang akan dipergunakan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris
yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan
kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.®’

b) Data sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang

berkaitan dengan masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1) Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan
melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki

kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian

36 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,
him. 24.
37 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali Pers, 2008, him. 15.
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ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di PT. Bina San Prima dan Badan Pusat

Statistik (BPS).

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca,
menelaah, dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun
dokumen-dokumen yang dirasa berhubungan dan mendukung dengan penelitian.
Dimana dalam skripsi ini ditekankan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah deduktif dan induktif:
I. Deduktif dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus, adanya terhadap suatu
pengertian umum yang ada sebelumnya.
Il. Induktif dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur

kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.38

5.Metode Pengambilan Semple

Metode pengambilan semple ini dilakukan di lokasi Dinas Ketenagakerjaan
(DISNAKER) PT. Bina San Prima dan Badan Pusat Statisti (BPS) yang bertujuan
untuk mendapatkan data akurat dan sumber terpercaya dari pekerja yang
bersangkutan di tempat tersebut. dtitinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan agar terciptanya Kebutuhan

38 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him. 44.
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Hidup yang Layak sesuai peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat (KHL) dan penetapan Upah

Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu
proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu
kesimpulan yang bersifat lebih khusus.* Kesimpulan tersebut adalah jawaban atas
perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan ini deduktif adalah
suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pertanyaan-pertanyaan

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasio).*

39 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him.11.
40 Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju, 2008, him.35.
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